
JAKARTA — Pengurus Persatuan
Sepak Bola Seluruh Indonesia
dituding telah membohongi Ba-
dan Sepak Bola Dunia (FIFA). Ini
dilakukan dengan cara menerje-
mahkan secara salah  Statuta PSSI
ke dalam bahasa Inggris, sehingga se-
olah-olah memenuhi Statuta FIFA.

“Ada orang-orang  di FIFA
yang sengaja membiarkan ter-
jemahan PSSI itu salah,”kata
Duta Besar Indonesia untuk
Swiss, Djoko Susilo, saat
dihubungi kemarin. Pada-
hal di antara mereka ada
yang mengerti bahasa In-
donesia dan tahu keti-
dakberesan  itu. Namun
mereka membiarkannya.
“Mereka orang-orang
penting di FIFA dan de-
kat dengan kubu Nurdin
Halid,”katanya.

Berdasarkan surat FIFA
kepada PSSI yang fotokopi-
nya dimiliki Tempo, FIFA me-
nanyakan soal terjemahan itu
lantaran dikontak oleh Komite Olim-
piade Internasional (IOC). Komite kha-
watir versi bahasa Inggris Statuta PSSI
yang disetujui di Kongres Luar Biasa
PSSI pada 20 April 2009 berbeda dengan
versi asli Indonesia.

Surat FIFA tertanggal 15 September
2010 itu diteken oleh Sekretaris Jenderal
FIFA Jerome Valcke. Isinya, ia menanya-
kan apakah Statuta PSSI sudah meng-
adopsi Statuta FIFA bahwa anggota Ko-
mite Eksekutif harus belum pernah dipi-
dana atas kejahatan.

Jawaban diberikan oleh Sekretaris Jen-
deral PSSI Nugraha Besoes lewat surat
tertanggal 27 September 2010. Penjelasan
ihwal Statuta PSSI itu ditujukan ke Di-

rektur Masalah Legal FIFA Marco Villiger
dan Direktur Legal Thiery Regennas.

Dalam surat itu, Nugraha mengutip
Pasal 35 ayat 4 Statuta PSSI versi baha-
sa Inggris dan memberikan pembanding
dalam versi bahasa Indonesia. Lalu, FIFA
kembali mengirim surat pada 11 Oktober
2010 yang menegaskan bahwa salah satu
syarat menjadi anggota Komite Ekseku-
tif adalah tidak boleh dinyatakan bersa-
lah atas tindakan kriminal.

Saat dimintai konfirmasi, Nugraha
membenarkan adanya korespondensi itu.
Menurut dia, FIFA sama sekali tidak
mempermasalahkan hal itu.“Tidak perlu
diributkan. Apabila masih jadi urusan,
PSSI berarti tidak dianggap,”katanya.

Berdasarkan statuta seperti itulah Nur-
din Halid sebagai anggota Komite Ekseku-
tif PSSI tetap bertahan sebagai Ketua
PSSI sejak 2003 hingga sekarang. Padahal
dia dua kali menjadi terpidana korupsi da-
lam kasus gula impor dan pengadaan mi-
nyak goreng. ● KODRAT | BASUKI RAHMAT |RINA WIDIASTUTI | DWI
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“The member of the
Executive Committee
shall be older than 
thirty (30) years. 
They shall have already
been active in football
for at least five (5) 
years, must not found
guilty of criminal 
offense and have 
residency within the
territory of Indonesia.”

And here is the original 
Indonesian version of the 
PSSI statutes:

“Anggota Komite Eksekutif
harus sudah berusia lebih
dari tiga puluh (30) tahun.
Mereka harus telah aktif di
sepak bola sekurang-ku-
rangnya lima (5) tahun dan
harus tidak sedang dinyata-
kan bersalah atas sesuatu
tindakan kriminal pada sa-
at kongres serta berdomisi-
li di wilayah Indonesia.”

BLATTER AKAN 
SURATI PSSI
OLAHRAGA A19
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Salah Urus Penjara Narkotik 

K asus Marwan Adli menunjukkan pemerintah be-
lum juga membenahi penjara narkotik. Kepala
Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika

Nusakambangan ini ditangkap karena diduga meneri-
ma suap dari sindikat narkotik internasional.Tak cu-
kup cuma memperketat pengawasan, pemerintah ha-
rus pula memperbaiki konsep penjara narkotik.

Terbongkarnya praktek kotor itu bukanlah yang
pertama. Agustus tahun lalu, Badan Narkotika Nasio-
nal juga mengungkap adanya sindikat candu interna-
sional yang dikendalikan oleh narapidana dari penja-
ra yang sama. Sang narapidana menggunakan telepon
satelit untuk mengendalikan peredaran sabu-sabu dan
ekstasi di Cina dan Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia saat
itu seolah diam saja menghadapi keanehan di penjara
narkotik tersebut.Tak ada petugas yang dikenai sank-
si. Padahal tidaklah mungkin si narapidana leluasa
menggunakan telepon satelit jika tak bermain mata
dengan para sipir. Beberapa kali penyergapan dilaku-
kan oleh petugas BNN hingga akhirnya terungkap ke-
terlibatan sang kepala penjara.

Marwan menyimpan uang haram dari sindikat nar-
kotik itu dalam rekening cucunya yang masih duduk
di bangku SMA. Kejahatan ini terungkap setelah seo-
rang warga Indonesia tertangkap polisi narkotik di sa-
tu negara di Amerika Latin. Dari pesan pendek di
ponselnya, diketahui bahwa mereka berkomunikasi
dengan narapidana di Nusakambangan. Dari sinilah
kemudian terbongkar aliran dana ke Marwan.

Belajar dari rangkaian kejadian itu, Menteri Hukum
dan HAM Patrialis Akbar tak boleh kecolongan lagi.
Bekerja sama dengan petugas BNN, ia harus segera
membuat gebrakan dengan memeriksa secara intensif
semua petugas penjara narkotik.Tak hanya di Nusa-
kambangan, tapi di semua penjara narkotik yang ada
di negeri ini. Petugas yang terbukti bersalah harus di-
pecat. Kementerian juga bisa merotasi petugas-petu-
gas yang mencurigakan.

Gebrakan itu mesti diikuti pula dengan sistem
pengawasan yang lebih ketat. Menutup jalur narkotik
di penjara memang tak mudah. Barang haram ini bisa
diselundupkan lewat berbagai cara, dari diselipkan ke
dalam cumi bumbu Padang sampai disimpan dalam
pembalut wanita.Tapi perbaikan sistem pengawasan
tetap akan mengurangi masuknya narkotik. Misalnya
dengan memasang kamera di setiap sudut penjara,
melakukan pemeriksaan mendadak, hingga tes narko-
tik secara berkala bagi seluruh penghuni penjara.

Kementerian Hukum harus segara memperjelas pu-
la peruntukan penjara narkotik. Mestinya penjara
khusus ini dihuni oleh produsen, bandar, dan pengedar
narkotik. Para pemakai atau pecandu yang tidak terli-
bat jaringan perdagangan barang ilegal ini tak perlu
disatukan di sana. Mereka harus dimasukkan dalam
pusat rehabilitasi. Jika dicampur, hal ini justru meng-
undang munculnya bisnis narkotik di penjara.

Bagaimana jika narapidana tersebut selama ini
menjadi pengedar tapi sekaligus pecandu narkotik? Ini
jelas lebih pelik lagi. Sang narapidana harus dihukum,
tapi pada saat yang sama mesti pula disembuhkan da-
ri ketergantungan terhadap narkotik.Tentu diperlu-
kan petugas dan kepala penjara yang berintegritas
tinggi agar tujuan ini tercapai, dan bukannya malah
memanfaatkan mereka agar mendapatkan setoran. ●

KUTIPAN
“Saya juga mengingatkan, kabinet ini bukan
tempat giliran, tempat ganti-berganti. Mari-
lah kita mendidik diri kita masing-masing.”

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menanggapi isu
reshuffle kabinet dalam rapat kabinet di Kantor Presiden,
kemarin.

“Kok, seolah-olah (Nunun Nurbaetie) saksi
kunci.” 

Adang Daradjatun, suami Nunun Nurbaetie, mengatakan
bahwa kesaksian istrinya sudah tidak dibutuhkan dalam pe-
nanganan 27 tersangka kasus dugaan suap pemilihan De-
puti Gubernur Senior Bank Indonesia, di Jakarta kemarin. 

PKS yakin jatah men-
terinya di kabinet tak

akan dikurangi.
JAKARTA—Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono meng-
aku risi terhadap desakan
untuk segera merombak (res-
huffle) kabinet. Ia menyata-
kan kabinet akan dirombak
bila ada alasan.

“Saya akan melakukan
reshuffle manakala itu sung-
guh diperlukan, tidak perlu
dipaksa-paksa harus minggu
ini, minggu depan,”kata Pre-
siden dalam pidato pembuka
rapat kabinet di Kantor Pre-
siden kemarin. “Mengharus-
kan presiden melakukan res-
huffle, harus cepat dengan
jadwal sendiri, itu sesuatu
yang kurang logis,” ia me-
nambahkan.

Desakan untuk merombak
kabinet bertiup kencang se-
telah Fraksi Partai Golkar
dan Partai Keadilan Sejahte-

ra (PKS) mendukung usulan
hak angket mafia pajak da-
lam Sidang Paripurna De-
wan Perwakilan Rakyat, dua
pekan lalu. Sikap kedua ang-
gota koalisi partai pendu-
kung pemerintah itu berse-
berangan dengan sikap Par-
tai Demokrat dan partai koa-
lisi lainnya, yang menolak
usulan hak angket.

Wacana perlunya reshuf-
fle—bahkan menendang Gol-
kar dan PKS dari koalisi—
juga disuarakan oleh para
politikus Demokrat. Analisis
soal siapa menteri yang pan-
tas dicopot dan siapa calon
penggantinya pun berkem-
bang.

Presiden menyatakan na-
ma-nama menteri yang layak
diganti dan nama calon
penggantinya itu tidak ber-
sumber darinya. Ia mengaku
khawatir beredarnya nama-
nama tersebut akan memun-
culkan hal-hal yang tidak di-
inginkan, seperti saat kabinet

akan dibentuk. Begitu nama
yang diramaikan dan diung-
gulkan sebagian kalangan ti-
dak dipilih menjadi menteri,
datang pesan pendek ke tele-
pon seluler Presiden, “Kena-
pa permainkan saya, meng-
apa berbohong,” kata Yudho-
yono.

“Saya hanya mengingin-
kan jangan sampai ada apa-
apa karena beredarnya na-
ma-nama itu,” ujarnya, “Ka-
rena memang saya sungguh
tidak tahu. Dan yang jelas,
nama-nama itu tidak berasal
dari saya.”

Politikus Demokrat, Mar-
zuki Alie, membantah ang-
gapan bahwa elite partainya
mendikte Presiden soal per-
lunya reshuffle. Menurut Ke-
tua DPR itu, berbagai suara
yang muncul tersebut me-
nunjukkan bahwa Demokrat
merupakan partai yang dina-
mis. “Demokrat menyadari
sepenuhnya bahwa masalah
kabinet itu kewenangan pre-

siden,” kata Marzuki di Ja-
karta kemarin.

Meski reshuffle belum ten-
tu bakal dilakukan Presiden,
Menteri Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan Djo-
ko Suyanto menyatakan Pre-
siden terus mengevaluasi ki-
nerja para menterinya. Hing-
ga saat ini evaluasi tersebut
belum rampung. “Presiden
sudah bilang 10 hari ke de-
pan akan evaluasi, kita tung-
gu saja dalam beberapa hari
ke depan,”katanya.

Ketua DPP PKS, Nasir
Djamil, yakin jatah kursi
menteri dari partainya di ka-
binet tak akan berkurang.
“Pernyataan Pak Sudi (Sudi
Silalahi, Menteri-Sekretaris
Negara) kemarin kan sudah
jelas, sekarang ini tak akan
ada reshuffle,”ujarnya seusai
rapat Panitia Kerja Mafia
Pajak dan Hukum di Gedung
DPR kemarin.

● EKO ARI | BUNGA MANGGIASIH | FEBRIYAN | 
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JAKARTA — Fraksi Partai De-
mokrat di Dewan Perwakilan
Rakyat mengusulkan pemba-
ruan kontrak politik bagi
partai anggota koalisi pendu-
kung pemerintahan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurut Saan Mustofa, sek-
retaris fraksi ini, kontrak itu
harus lebih mengikat diban-
ding yang sebelumnya.

“Harus dipahami bahwa
koalisi itu bukan hanya di
eksekutif, tapi satu paket de-
ngan koalisi di parlemen,”
ujar Saan di Gedung DPR
kemarin. Dengan begitu, ia
melanjutkan, “Nanti tidak

ada lagi alasan bahwa kami
hanya berkoalisi dengan Pre-
siden, tidak dengan partai-
nya.”

Usulan pembaruan kon-
trak politik itu diajukan lan-
taran tidak semua anggota
koalisi satu kata dalam me-
nyikapi sebuah persoalan.
Dalam soal usulan hak ang-
ket pajak, misalnya, PKS dan
Golkar mendukungnya dan
berseberangan dengan De-
mokrat, PPP, PAN, serta PKB.

Di Istana Presiden,Yudho-
yono kemarin kembali mene-
gaskan perlunya penataan
ulang koalisi partai pendu-

kung pemerintahannya. Ia
mengaku tengah mengeva-
luasi hal tersebut. Ia meng-
ingatkan bahwa hakikat ko-
alisi adalah melangkah ber-
sama-sama.

Ketua DPP Partai Golkar
Priyo Budi Santoso menyata-
kan tak keberatan jika De-
mokrat ingin mendesain
ulang kontrak politik partai
koalisi. Namun ia tak setuju
jika kontrak anyar itu dibuat
untuk menyeragamkan se-
muanya. “Kalau loyalitas di-
artikan seperti itu, sudah ten-
tu tidak sehat,”katanya.

Keberatan serupa juga di-

sampaikan Ketua DPP PKS
Nasir Djamil.“Agak sulit, ja-
ngan sampai terlalu diikat,
yang membuat partai koalisi
tidak bisa bergerak,”ujarnya.

Ia khawatir kesepakatan
seperti itu justru membuat
partai-partai koalisi merugi.
Sebab, mereka tak akan
mampu merespons aspirasi
dan dinamika yang terjadi di
masyarakat. “Setiap partai
kan punya konstituen ma-
sing-masing,”kata Nasir.“Ja-
ngan sampai aturan itu men-
jadi senjata makan tuan.”

● FEBRIYAN | RUSMAN PARAQBUEQ | EKO ARI | 
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Tuntut
Penuntasan

Presiden Risi terhadap 
Desakan Reshuffle

Demokrat Minta Kontrak Koalisi Diperketat

Suciwati, istri almarhum peju-
ang hak asasi manusia Munir
Said Thalib (kanan), meminta
penjelasan kepada Staf
Khusus Presiden Bidang Hu-
kum, Denny Indrayana, dan Ko-
misioner Komnas HAM Stanley
Adi Prasetyo (tengah) seusai
aksi Kamisan oleh Jaringan So-
lidaritas Korban untuk Keadilan
di depan Istana Merdeka, Ja-
karta, kemarin. Suciwati
mendesak pemerintah agar
menuntaskan kasus-kasus
pelanggaran hak asasi yang
masih menggantung.

FANNY OCTAVIANUS (ANTARA)
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Maskapai diminta 
tetap mengutamakan

keamanan dan 
kualitas pelayanan.

JAKARTA –– Pemerintah mem-
beri kebeba san bagi maska-
pai penerban gan nasional un-
tuk menaikkan tarif. Kenaik-
an tarif masih diten ggang se-
lama tidak melampaui tarif
batas atas penumpang kelas
ekonomi yan g diatur dala m
Keputu san Menteri Perhu-
bun gan Nomor 26 Tahun
2010.

“Itu hal bia sa,”kata Kepa-
la Pusat Ko munika si Publik
Kementerian Perhubun gan,
Bambang S. Ervan, ketika di-
hubun gi kemarin. Dala m be-
leid itu, misalnya, di sebutkan
tarif bata s atas untuk pener-
bangan Jakarta- Surabaya
sekitar Rp 1, 2 juta dan Den-
pasar-Jakarta sekitar Rp 1, 5
juta.

Bambang menilai aturan
tentan g tarif bata s atas itu
telah menimbulkan ikli m
persaingan usaha yang sehat.
Masyarakat dapat memilih
tarif sesuai den gan kein ginan
dan kemampuan. Kalaupun
ada maskapai yan g memu-
tuskan menggenjot efi siensi
keti mbang menaikkan tarif,
ia meminta a gar keamanan
dan kualita s pelayanan tetap
diuta makan.

Sebelumnya, beberapa
maskapai penerban gan telah
menaikkan tarif untuk mere-
dam tin gginya on gkos opera-
sional pe sawat akibat kena-
ikan har ga avtur. Beberapa
maskapai itu adalah PT Ga-
ruda Indone sia Tbk, PT Indo-
nesia Air Asia. Ma skapai-
maskapai itu mengklai m ke-
naikan tarif tidak melampaui
batas atas pemerintah ( Ko-
ran Tempo , 10 Maret).

Har ga avtur yan g dijual PT
Pertamina pada bulan ini Rp
8.481 per liter, naik ha mpir 4

persen dibandin g bulan lalu
sebesar Rp 8.173. Adapun
minyak mentah Indone sia
dan Brent dijual masing-ma-
sing US$ 103,4 per barel dan
U$ 114,6 per barel saat ini.

Untuk mengatasi masalah
itu, kata Direktur Keuan gan
Garuda Eli sa Lu mbantoruan,
tarif kela s ekonomi naik 5
persen. Aloka si untuk kela s
ekonomi ju ga dikuran gi jika
harga avtur teru s naik. De-
ngan har ga minyak dunia sta-
bil saja, Garuda bi sa menge-
luarkan biaya avtur Rp 4 tri-
liun per tahun, 25-37 persen
dari total beban opera sional.

Senada, juru bicara Air A-
sia, Audrey Pro gastama Pet-
riny, menyatakan kenaikan
harga tiket 5 persen diterap-
kan untuk penerban gan do-
mestik karena penjualan
produk Air Asia (ancillary ) di
atas pesawat, seperti makan-
an, minu man, dan pernak-
pernik lainnya, tak bi sa dian-
dalkan saat biaya opera sio-
nal makin tin ggi.

Senior Mana ger Corporate
Communication Sri wijaya Air
Agus Soedjono mengatakan,
untuk menutup beban biaya
bahan bakar, demand dan
supply dari jeni s kelas kur si
akan di sesuaikan. Merpati
Nusantara Airline s juga be-
lum menaikkan tarif. Den gan
usaha penerban gan yang me-
masuki low season akhir-
akhir ini, menurut Direktur
Niaga Merpati Tony Aulia
Achmad, maskapai merugi
bila menaikkan har ga tiket.
Merpati pun mengopti mal-
kan tin gkat keteri sian dari 85
persen menjadi 9 5 persen.

Perusahaan ju ga menung-
gu sikap Ke menterian Perhu-
bungan soal biaya ta mbahan
bahan bakar ( fuel surcharge ).
Saat ini, kata Wakil Menteri
Perhubun gan Bambang Su-
santono, Direktorat Jenderal
Perhubun gan Udara sedang
mengevaluasi har ga avtur.

� SUTJI DECILYA | R. R. ARIYANI

JAKARTA –– Yayasan Lembaga
Kon sumen Indone sia (YLKI)
menolak rencana kenaikan
tarif sembilan rua s jalan tol
pada September mendatan g.
“Di ten gah sulitnya pereko-
nomian na sional, daya beli
masyarakat akan turun sete-
lah har ga pangan naik dan
wacana kenaikan bahan ba-
kar minyak,” kata Pen guru s
Harian YLKI Tulu s Abadi ke-

tika dihubun gi kemarin.
Kenaikan tarif tol ju ga dini-

lai tidak panta s karena stan-
dar pelayanan mini mum
(SPM) jalan tol belu m dipe-
nuhi oleh operator.Hal ini ter-
lihat dari antrean panjan g
kendaraan di pintu tol, kece-
patan kendaraan di ba wah
aturan mini mum 60 kilo meter
per ja m,dan ru saknya bebera-
pa infra struktur di jalan tol.

September nanti, PT Ja sa
Mar ga Tbk berencana mena-
ikkan tarif sembilan rua s ja-
lan tol. Sembilan rua s itu
adalah Bela wan-Medan-Tan-
jun g Mora wa (Belmera), Ja-
karta-Tan gerang-Serpon g,
tol dala m kota Jakarta, Ja-
karta-Bo gor-Cia wi (Jagora-
wi), Cika mpek-Padalaran g-
Cileunyi, Jakarta Outer Rin g
Road (JORR), Pali manan-

Kanci (Palikanci), Semarang,
dan Pasuruan-Ge mpol.

Keputu san itu mengacu pa-
da Undan g-Undan g Nomor
38 Tahun 2004 tentan g Jalan,
yang membolehkan kenaikan
tarif tol tiap dua tahun.

Anggota Ko misi Perhu-
bun gan dan Infra struktur
Dewan Perwakilan Rakyat,
Abdul Haki m, meminta pe-
merintah berkon sulta si de-

ngan anggota Dewan sebe-
lu m memutu skan kenaikan
tarif tol.“Ini kan menyangkut
kepentin gan masyarakat.”

Direktur Uta ma PT Jasa
Mar ga Tbk Fran s Sunito me-
nyatakan kenaikan tarif itu
bukan semata- mata karena
perti mbangan infla si, tapi
untuk mengembalikan modal
para inve stor jalan tol dala m
waktu 25 tahun. Jika meng-

acu pada laju infla si selama
dua tahun terakhir yan g ra-
ta-rata 7 persen, Fran s mem-
perkirakan tarif tol naik 14
persen.

Ia ju ga mengklai m SPM se-
perti ra mbu lalu linta s dan
marka jalan telah jela s dan
jalan yan g bolon g langsung
diperbaiki. Bahkan sudah
ada pelayanan call center 24
jam. � ROSALINA | SUTJI DECILYA

Maskapai 
Boleh Naikkan
Tarif

YLKI Tolak Kenaikan Tarif Tol

IKLAN


